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HARI Satwa Liar Sedunia yang

diperingati setiap 3 Maret didasarakan

bahwa Konvensi Perdagangan

Internasional Spesies Fauna dan Flora

Liar (CITES) yang terancam punah.

Konvensi ini merupakan perjanjian in-

ternasional antara pemerintah untuk

memastikan bahwa perdagangan inter-

nasional specimen hewan dan tumbuhan

liar tidak mengancam kelangsungan hi-

dup spesies tersebut.

Berdasarkankonvensi tersebut, badan-

badan PBB, organisasi sektor swasta, fi-

lantropi dan organisasi non-pemerintah

terus bekerja konvervasi, penggunaan

satwa liar yang berkelanjutan dan dalam

memerangi perdagangan illegal dan me-

nipisnya satwa.

Peringatan Hari Satwa Liar Sedunia

2023 merupakan peringatan yang ke 50

sejak berdirinya CITES di tahun 1973.

Peringatan tahun lalu PBB merilis tema

‘Partnerships for Wildlife Conservation’

(Kemitraan untuk Konservasi Satwa

Liar). Tema tersebut memberikan ke-

sempatan pada kita semua untuk mem-

buat perubahan lebih bak serta mem-

berikan kontribusi yang signifikan ter-

hadap keberlanjutan konservasi satwa

liar, dan kenaekaragaman hayati. 

Satwa Liar menjadi bagian penting

dari ekosistem suatu habitat. Di dalam

habitat tercakup kebutuhan dasar untuk

makluk hidup-air, makanan, ruang, dan

tempat berlindung. Apabila salah satu

kebutuhan dasar itu tidak ada atau ter-

batas, akan mempengaruhi satwa liar di

dalamnya. Demikian juga di dalam habi-

tat atau di alam tidak ada satwa yang

memakan tumbuhan atau satwa lain,

jumlah predator akan meingkat dan ti-

dak ada keseimbangan di alam.

Satwa Liar sebagai salah satu

bioindikator atau spesies indikator yang

dapat memberitahu kita bahwa sesuatu

telah berubah atau akan berubah di sua-

tu lingkungan. Hal ini akan akan bisa

mudah dilihat dan dipelajari untuk

memprediksi perubahan itu. Misalnya

jenis burung hantu. Jika populasi bu-

rung hantu menurun, jumlah tikus dan

serangga sulit dikontrol. Akhirnya

menyebabkan ketidakseimbangan eko-

sistem termasuk munculnya berbagai

kuman dan penyakit.

Keberadaan satwa liar sebagai salah

satu identitas dan kebanggaan negara.

Misalnya satwa liar yang hanya ada di

Indonesia : jenis harimau Sumatera, ga-

jah Sumatera, badak Sumatera, dan

lain-alin. Jenis-jenis tersebut menjadi

suatu kebanggaan atau pride. Adanya

kebanggaan tersebut maka kita perlu

menjaga dan melindunginya

agar tidak punah.

Melindungi satwa liar memi-

liki makna melindungi

kekayaan alam. Hal ini karena

mecakup berbagai aspek, seper-

ti variasi genetic yang dapat

membantu suatu populasi dapat

bertahan atau beradaptasi de-

ngan perubahan lingkungan, se-

hingga generasi mendatang

daoat melihat kekayaan alam

ini.

Konversi hutan menjadi

Perkebunan sawit, tanaman in-

dustry, dan pertambangan men-

jadi ancaman serius bagi ke-

lestarian satwa liar. Seiring ber-

jalannya pembukaan hutan ala-

mi juga memunculkan perburu-

an satwa liar tersebut. Satwa

liar dianggap sebagai hama oleh

industri perkebunan sehingga di banyak

tempat satwa itu dimusnahkan.

Masalah habitat yang semakin

menyusut secara kuantitas dan kualitas,

perdagangan satwa liar menjadi ancam-

an serius juga bagi kelestarian satwa liar

di Indonesia. Berbagai jenis satwa dilin-

dungi danterancam punah masih

diperdagangkan secara bebas di

Indonesia. Semakin langka satwa terse-

but maka semakin mahal pula harganya.

Marilah kita semua menyadari bahwa

satwa liar merupakan bagian dari eko-

sistem yang tetap harus kita lindungi.

Satwa liar merupakan bagian kekayaan

kita bersama juga. Undang-undang yang

mengatur tentang perlindungan satwa

liar di negara kita sangat jelas. Hal ini

menunjukkan bentuk perlindungan ter-

hadap satwa liar.   ❑-f
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PANGKAT jenderal memiliki makna

yang bervariasi bergantung pada kon-

teksnya. Secara konteks militer,

pangkat jenderal adalah salah satu

pangkat tertinggi dalam struktur hier-

arki militer. Di berbagai negara,

pangkat ini bisa memiliki variasi dalam

penamaan dan tingkat kekuasaan.

Pada perbedaan matra juga istilah

tersebut memiliki penamaan yang

berbeda (Marsekal (AU) dan

Laksamana (AL). 

Di Indonesia, pangkat jenderal adalah

salah satu dari tiga tingkatan

pangkat tertinggi di TNI (Tentara

Nasional Indonesia), yang disebut

perwira tinggi yang terdiri dari

Jenderal, Letnan Jenderal, Mayor

Jenderal dan Brigadir Jenderal.

Jenderal biasanya memiliki otoritas

yang luas dan bertanggung jawab

atas strategi militer, keamanan nasio-

nal, dan pengelolaan pasukan dalam

konteks perang atau operasi militer

lainnya.

Luar Biasa

Pemberian pangkat Jenderal

Kehormatan oleh Presiden RI umum-

nya merupakan penghargaan atas

jasa dan kontribusi yang luar biasa

dalam bidang tertentu. Seseorang

mendapatkan Pangkat Jenderal

Kehormatan telah ditatur dalam

Pasal 33 ayat (1) dan (3), UU Nomor

20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Sedangkan konsideran seseorang men-

dapatkan Pangkat Jenderal kehor-

matan adalah: (1) Bentuk pengakuan

atas jasa, prestasi, atau pengabdian se-

seorang kepada negara dan bangsa,

baik dalam bidang militer maupun non-

militer, (2) Tokoh-tokoh publik yang me-

miliki kontribusi besar dalam mema-

jukan kepentingan nasional, (3)

Motivasi dan Inspirasi bagi anggota

TNI dan warga negara lainnya. (4).

Sebagai simbol kepemimpinan dan

kewibawaan dari penerima di mata ma-

syarakat.

Pemberian Pangkat Kehormatan

Jenderal telah beberapa kali dilakukan

dan tidak menjadikan sebuah isu yang

bersifat kontroversial. Namun masih

dalam suasana euforia ‘tahun politik’

rupanya menjadi subjek debat politik

dan berujung pada berbagai opini yang

menimbulkan beberapa isu :  tidak ile-

gal, tidak sesuai undang-undang,

transaksi politik dan sebagainya. Lepas

dari kontroversi tersebut Presiden se-

laku Panglima tertinggi Angkatan

Bersenjata di Indonesia secara umum

memang meiliki hak yang telah diatur

dalam UUD’45 beserta aturan penyer-

tanya. 

Berkaca dari pandangan Pierre

Bourdieu terkait habitus dan arena ma-

ka pemberian pangkat Kehormatan da-

pat dijelaskan melalui lensa kapital bu-

daya, kapital sosial, dan simbolisasi.

Jika dilihat secara lensa kapital budaya

yang merujuk pada pengetahuan, kete-

rampilan, dan kesadaran yang dimiliki

seseorang. Maka konteks pemberian

pangkat jenderal kehormatan tersebut

menunjukkan individu yang penerima

penghargaan tersebut telah memiliki

kapital budaya yang kuat, berupa pen-

didikan militer sehingga pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman militer

yang dimilikinya yang memperkuat le-

gitimasinya sebagai seorang pemimpin

militer yang berpengalaman. Sebagai

‘calon’ presiden dan pemimpin maka

yang bersangkutan memiliki kapital bu-

daya politik yang besar, termasuk

jaringan hubungan sosial yang luas di

kalangan elit politik dan masyarakat.

Hubungan Politik

Secara kapital sosial penerima

pangkat Jenderal Kehormatan memiliki

hubungan politik yang luas di kalangan

elite politik Indonesia. Yang bersang-

kutan memiliki jaringan yang kuat de-

ngan para pemimpin politik, baik di

tingkat nasional maupun lokal.

Hubungan politik yang kuat ini mem-

berinya akses yang lebih baik ter-

hadap kekuasaan politik dan pengam-

bilan keputusan di tingkat pemerin-

tahan. Melalui basis massa dan pen-

dukung politiknya, dia memiliki

jaringan yang luas yang dapat mem-

berinya dukungan politik dan legiti-

masi di mata publik.

Peran simbolisasi menunjukkan

bahwa pemberian pangkat jenderal

kehormatan oleh Presiden dapat dipa-

hami sebagai tindakan simbolis yang

memperkuat legitimasi kekuasaan

politik dan institusi negara. Hal ini

bisa memperkuat hubungan antara

penerima penghargaan dengan peme-

rintah atau elit politik, serta memper-

kuat kredibilitas dan legitimasi kekua-

saan Presiden di mata publik.  ❑-f

*) Dr Edwi Arief Sosiawan,

Associate Professor MIKOM FISIP UP-

NVY & Sekum IKA Mahakarta

Edwi Arief SosiawanMenimang Besaran Ambang Batas
APAKABAR partai politik di

Indonesia? Bagaimana setelah

Mahkamah Konstitusi tidak

menghapus ambang batas par-

leman namun mengatur ulang

besaran angka dan persen-

tase? Lantas, berapakah besa-

ran ideal parliamentary thresh-

old (PT)?

Persoalan ambang batas

atau parliamentary threshold

(PT) bukanlah hal baru.

Persoalan PT, bisa dikatakan

sudah lama menjadi polemik

karena dinilai tidak mampu me-

lakukan penyederhanaan par-

tai, sebagai tujuan mulia di

awalnya. Menjadi lantang

gaungnya karena Agustus

2023, Perkumpulan untuk Pe-

milu dan Demokrasi (Perludem)

mengajukan gugatan kepada

Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan diajukan karena ang-

ka tersebut dinilai gagal mela-

kukan penyederhanaan parpol

sebagaimana diharapkan dari

diterapkanya ambang batas.

Persoalan sempat menge-

muka dan banyak pendapat un-

tuk masalah ini. Sempat ada

beda tajam. Partai politik non-

parlamen mengusulkan tanpa

ambang batas. Setelah duakali

pemilu terakhir ini dipakai ke-

tentuan 4% sebagaimana ke-

tentuan pasal 414 ayat (1) UU

No 4/2017 tentang Pemilu.

Mungkin kita dapat flash-

back sejenak untuk melakukan

refleksi. Tujuan diberlakukan

PT adalah untuk menyeder-

hanakan partai politik, mem-

perkuat sistem presidensial ser-

ta mengurangi pemain di

Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). Hal ini perlu dilakukan

mengingat reformasi dan era

keterbukaan menjadikan eu-

phoria tersendiri masyarakat,

termasuk untuk pendirian partai

politik. Ada euphoria sangat lu-

ar biasa yang bisa dirasakan.

Reformasi 1998 telah

melepaskan Bangsa Indonesia

dari cengkeraman Orde Baru

yang menafikan multipartai.

Maka, era keterbukaan pasca-

reformasi, memunculkan parpol

baru bak cendawan di musim

hujan. Menjelang pelaksanaan

Pemilu 1999, jumlah partai

yang terdaftar di Departemen

Kehakiman dan HAM, menca-

pai 141, meski yang lolos seba-

gai peserta pemilu terdapat 48

parpol. Dan tidak semua parpol

tersebut bisa mendapatkan kur-

si di DPR, Senayan.

Yang menarik, pemberlakuan

PT ini pun bukan merupakan

sesuatu yang pathok bang-

krong alias harga mati. Bahkan

bisa dikatakan, beberapa kali

juga sudah mengalami peruba-

han. Pada Pemilu 2009, am-

bang batas ditetapkan 2,5%,

PT. Sehingga partai politik

yang dapat mendudukkan wa-

kilnya di DPR adalah meraih

jumlah suara minimal 2,5% da-

lam pemilu. Artinya, wakil mere-

ka yang bisa masuk di Sena-

yan bila meraih suara 2,5% da-

lam pemilu. Angka itu bergerak

naik menjadi menjadi 3,5 % pa-

da Pemilu 2014 dan 4% dalam

Pemilu 2019 dan 2024.

Namun dalam realitanya,

karena ÔtersandungÕ ambang

batas, sejumlah partai Ð apalagi

partai baru Ð kesulitan menem-

bus masuk DPR. Suara rakyat

yang dipercayakan pada partai

tersebut ternyata tidak mampu

ÔmembeliÕ sebuah kursi di Se-

nayan. Maka muncul keluhan

Õsuara terbuangÕ. Bahkan

keluhan semakin lantang di-

gaungkan. Kian lantang ketika

Perludem mengajukan gugatan

ke MK.

Dalam amar putusan lewat

Putusan 116/PUU-XXI/2023,

MK tidak menghapus masalah

ketentuan ambang batas ini.

Namun sebagaimana dije-

laskan Hakim Konstitusi sekali-

gus Juru Bicara MK, Enny

Nurbaningsih meminta pem-

bentuk undang-undang untuk

mengatur ulang besaran angka

dan persentase parliamentary

threshold dalam UU No 7/2017

tersebut. (KR, 2/3). Artinya, pe-

nerapan ketentuan itu bukan

untuk Pemilu 2024 sekarang

ini, namun untuk pemilu men-

datang, Pemilu 2029.

MK telah memutuskan agar

pemerintah dan DPR meng-

ubah ambang batas dalam pe-

milihan legislative 2029 menda-

tang. Setelah dinaikkan, apa-

kah jika syarat ambang batas

kembali diturunkan akan mem-

beri kesempatan partai-partai

baru mewarnai Senayan?

Tidak akan semudah mem-

balikkan tangan. Dunia politik

terlebih di Indonesia, sangat ti-

dak mudah diprediksi, esuk

dhele sore tempe. Pemilu 2024

sudah membuktikan.  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-

yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-

ngan panjang tulisan antara 535  - 575 ka-

ta, dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa menampilkan

fotocopy identitas. Terimakasih. 

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. 
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal  27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). 

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr  H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019)  Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.  Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. General Manager :  H  Yoeke Indra Agung Laksana, SE.  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo

Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi.  Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustiwi,

Benny Kusumawan, Drs H Hudono  SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa,

Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos,  Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor

Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana.  Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko.  Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  

Manajer Iklan: Agung Susilo SE,  Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com,

iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp

12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00

/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour

Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks.

2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo  40, Gowongan, Jetis,  Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) 

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-

gungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta. 

Perwakilan dan Biro: 

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil

Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan :  H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar,  Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. 

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792.  Kepala Perwakilan: Budiono Isman,  Wakil : Isdiyanto Isman SIP. 

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach

Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. 

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil

Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Gencarkan Kutbah Peduli Lingkungan
BEBERAPA waktu lalu, ma-

syarakat mengeluhkan cuaca

yang sangat panas. Rasanya

panas yang luar biasa. Namun

hanya beberapa saat kemudi-

an, kita semua mendengar

kabar bahkan merasakan kena

hujan angin dan banjir serta

longsor dimana-mana. Ironis-

nya, banjir kemudian diberikan

karena saluran irigasi tersum-

bat atau karena sungai banyak

sampah. 

Realita ini menunjukkan beta-

pa kita kurang peduli,  dengan

lingkungan dan itu sangat

membahayakan kehidupan kita

sendiri. Alangkah sangat bijak

jika pemuka agama baik di

masjid, gereja atau kuil dan

lainnya lebih banyak mengajak

umat masing-masing peduli

dan menjaga lingkungan lewat

kutbah. Jika ini bisa digemakan

bahkan kemudian dijadikan ge-

rakan, bencana alam akan bisa

dihindarkan.  ❑-f

*) Aisyah, Deresan Sleman


